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Abstrak 
Pendidikan duabelas tahun wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali anak yang 
sedang menjalani masa pidana di dalam LPKA dimana anak dapat mengikuti program pendidikan 
kejar paket (A,B,C) Agar anak dapat berkembang dan mengikuti program pembinaan serta dapat 
menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan kedepannya, maka peranan gizi sangatlah 
perlu diperhatikan. Susuna gizi yang tepat akan memacu pertumbuhan dan perkembangan 
dimana telah diatur dalam Permenkumham No. 40 Tahun 2017 bahwasannya anak didalam lapas 
berhak memperoleh gizi sebesar 2.240 kkal/hari. Penelitian ini menggunakan data primer dan 
data sekunder dimana laporan harian LPKA kepada Dirjenpas melalui smslap dan bahan hukum 
primer menggunakan peraturan-peraturan mengenai standar AKG, bahan hukum sekunder 
dengan jurnal, buku, hasil penelitian, dan dokumen. 
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Pada dasarnya anak yang 
berhadapan dengan hukum perlu 
mendapatkan perlakuan khusus 
dimana perlakuannya dapat 
menyelesaikan masalah yang sedang 
dihadapi. Negara Indonesia merupakan 
negara yang menjunjung tinggi hak 
asasi manusia dari buaian sampai 
sebelum masuk ke dalam liang lahat. 
Maka dari itu anak di Indonesia tidak 
akan memiliki masa depan yang baik 
apabila tidak mengenyam pendidikan 
yang dibarengi dengan angka 
kecukupan gigi yang baik sesuai dengan 
peraturan menteri hukum dan ham 
yang telah diatur bagi anak berhadapan 
dengan hukum. .  
Setiap warga negara wajib 
mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya 
(Republik Indonesia 1945). Ini 
menunjukkan bahwa pemerintah sudah 
seharusnya mendukung pendidikan 
yang terselenggara di berbagai sekolah 
maupun lembaga-lembaga seperti 
LPKA untuk dapat menjadi penambah 
wawasan bagi ABH yang disiapkan 
untuk menjadi bagian dalam proses 
pembangunan Indonesia. 
Hak pendidikan yang ada di LPKA 
akan sesnantiasa memberikan 
kebebasan penuh kepada anak agar 
dapat berkembang melalui pendidikan 
yang sesuai dengan sistem yang 
berlaku. Hal ini dapat meningkatan 
pengembangan potensi anak, cara 
berpikir, tumbuh dan berkembang 
sehingga harapan yang ingin dicapai 
setelah narapidana anak tersebut telah 
bebas adalah mampu membaur atau 
kembali ke masyarakat tanpa tertinggal 
dalam urusan pendidikan. Tercapainya 
tujuan pidana bagi anak merupakan 
perbaikan kondisi ABH. Pemeliharaan 
dan perlindungan anak serta 
pencegahan pengulangan tindakan 
dengan pendekatan keadilan restoratif 
merupakan suatu pencapaian yang luar 
biasa karena berimbang antara 
kebutuhan hukum sang ABH dalam 
memperbaiki perilakunya dan 
kebutuhan pendidikan dalam hal 
pengenalan lingkungan yang lebih luas 
dalam hal-hal tertentu. 
 Disamping itu kebutuhan gizi 
dan energi agar anak dapat mengikuti 
setiap kegiatan yang telah diatur maka 
komposisi asupan gizi yang 
mengandung protein, lemak, 
karbohidrat, vitamin, mineral dan air 
harus diperhatikan oleh LPKA agar anak 
tidak menimbulkan kesalahan yang 
diakibatkan oleh gizi yang buruk. 
Jangan sampai anak akibat kekurangan 
zat besi dapat mengganggu dalam 
proses pendewasaan diri atau biasa 
disebut dengan pubertas terutama pada 
perempuan yang sedang menstruasi 
mengeluarkan banyak darah yang dapat 
menyebabkan anemia, dll. 
 
METODE 
 Jenis penelitian adalah 
penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan yuridis normatif yang 
didukung oleh kajian bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dengan 
fokus pengumpulan data melalui studi 
kepustakaan yang didapatkan di 
lapangan di LPKA Bandar Lampung 
dengan cara mendalami dan mencari 
informasi yang didapatkan dari 
narasumber dengan cara komunikasi 
untuk mendapatkan bahan guna 
menunjang penelitian terkait dengan 
hal-hal yang diteliti seperti pendidikan 
dan fasilitas kelengkapan gizi. 
Penelitian ini berjenis lapangan dengan 
cara terjun langsung kelapangan untuk 
memperoleh data yang diolah dan 
dianalisis sehingga mendapatkan hasil 
dan dijelaskan secara deskriptif. 
 
PEMBAHASAN 
A. Anak Didik Pemasyarakatan 
UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, anak didik 
pemasyarakatan merupakan anak yang 
pada putusan pengadilan yang diambil 





kebebasan dan ditempatkan ke lembaga 
pemasyarakatan khusus (lembaga 
pemasyarakatan anak). Dalam 
amandemen UUD 1945 ditegaskan, 
setiap warga negara berhak mendapat 
pendidikan dan wajib mengikuti 
pendidikan dasar yang dibiayai oleh 
pemerintah. Jadi sangat di sayangkan 
jika ada anak yang terhambat untuk 
mengembangkan bakat nya melalui 
pendidikan karena anak tersebut 
sedang berhadapan dengan hukum. 
Berdasarkan penelitian lapangan yang 
telah dilakukan, diperoleh banyaknya 
data kasus yang mendominasi pada 
LPKA adalah pada tindak kejahatan 
terhadap perlindungan anak yaitu 
sebanyak 72 Orang. Beberapa anak 
didik pemasyarakatan menuturkan 
bahwa mereka melakukan tindak 
pindana perlindungan anak berupa 
pelecehan seksual terhadap anak 
wanita yang bermula dari minum-
minuman keras lalu memperkosa. 
Tindak kejahatan pencurian juga 
menempati posisi kedua, alasan mereka 
melakukan tindak pecurian yakni 
karena rendah nya ekonomi keluarga 
mereka dan karena adanya kebutuhan 
yang harus terpenuhi. 
 
Jumlah Andikpas di LPKA Bandar Lampung: 
Jenis 
Kejahatan 
Pasal Pelanggaran Jumlah 
Perlindunga
n Anak 
UU-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No.23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . 
72 
Pencurian Pasal 362 23 
Narkotika Pasal 112 20 
Perampokan Pasal 365 14 
Pembunuhan Pasal 338 12 
Penganiayaa
n 
Pasal 351 4 




Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) UU 
Darurat Nomor 12 Tahun 1951 
1 
   
Jumlah 147 
 Tabel 1. Sumber : Kasubsi Registrasi LPKA Bandar Lampung 2020 
 
B. LPKA Sebagai Lembaga 
Pendidikan bagi ABH 
Sesuai dengan PERMENKUMHAM 
No. 18 tahun, LPKA merupakan termpat 
dilaksanakannya pembinaan bagi anak 
yang melanggar hukum. Dalam hal ini 
LPKA bertugas menyelenggarakan 
fungsi dari pembinaan yang meliputi 
pendidikan, pengasuhan, pengentasan 
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dan  pelatihan keterampilan, serta 
layanan informasi. LPKA adalah tempat 
untuk anak berhadapan dengan hukum 
menjalani hukuman pidana untuk 
dididik dan dibina. 
Namun disisi lain atas permintaan 
orangtua atau walinya, anak sipil juga 
dapat dididik di LPKA dengan syarat 
anak sipil sudah memperoleh 
penetapan dari pengadilan guna agar 
mendapatkan pembinaan, bimbingan, 
serta pendidikan dan keterampilan.  
Pada umumnya penghuni LPKA berusia 
12 tahun dan usia maksimal 21 tahun. 
Secara teori dengan rentang umur 12-
21 tahun, mereka masih berada pada 
masa pertumbuhan yang membutuhkan 
pelayanan pendidikan (Mariana and 
Ulfatin 2016). Oleh karena itu untuk 
pengoptimalan proses pendidikan yang 
baik dibutuhkan pula tenaga pengajar 
yang berkualitas guna menghasilkan 
peserta didik yang berkualitas maka 
perlu adanya dukungan dari para 
stakeholder terkait. 
 




• Segala sarana prasarana dan semua 
pembiayaan peserta didik menjadi 
tanggung jawab yayasan. 
• Pembayaran honor guru menjadi 
tanggung jawab yayasan. 





• Memberikan kegiatan belajar mengajar 
serta pelatihan skill terhadap ABH yang 
dilaksanakan seminggu sekali. 
• Memberikan bantuan berupa buku 
bacaan anak yang merupakan hasil 






• Pembinaan Keagamaan dilakukan pada 
Senin, Selasa, Jum,at pada pukul 10.00 
s/d selesai 
Tabel 2. Daftar Kerjasama pihak kedua dengan Lapas Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung 
 
C. Standar AKG untuk memenuhi 
makanan yang layak bagi anak 
di LPKA 
Setiap anak mutlak hukumnya 
untuk terbebas dari rasa lapar guna 
mendorong pengembangan diri melalui 
program wajib belajar atau kejar paket 
A,B,C. Maka dari itu makanan yang 
diberikan haruslah sesuai dengan porsi 
yang telah diatur dalam AKG.  
AKG telah diatur dalam 
Permenkes No. 75 Tahun 2013 sebagai 
pemenuhan zat gizi yang diperlukan 
oleh tubuh bersumber dari makanan 
berdasarkan standar yang telah 
ditetapkan sebagai berikut : 
 





Tabel 3. AKG Energi, Protein, Lemak, Serat dan Air yang dianjurkan 
 
Menurut Aulia, dkk (2016) 
bahwasannya kecukupan gizi berfungsi 
untuk menunjang pertumbuhan dan 
kesehatan tubuh yang diperoleh dari 
kecukupan karbohidrat, energi, protein 
lemak dan serat makanan yang 
dikonsumsi setiap hari. 
D. Implementasi Pelaksanaan 
Pemenuhan Gizi Bagi Anak 
Untuk Menunjang Pendidikan 
Atau Kejar Paket 
Minimnya anggaran yang 
dialokasikan bagi LPKA sebagai biaya 
pemenuhan makanan yang layak dan 
kurangnya tenaga ahli gizi yang 
mumpuni di LPKA Bandar Lampung 
mengenai indikator status gizi makanan 
yang hendak dikonsumsi oleh anak 
berdasarkan kebiasaan di lapangan 
peran ahli gizi digantikan oleh petugas 
yang biasa mendapatkan sosialisasi 
atau pelatihan mengenai AKG dan 
mengacu pada pedoman pemenuhan 
gizi lapas rutan. 
Selain itu, aspek yang kurang 
mendukung dalam pemenuhan gizi bagi 
anak di LPKA Bandar lampung ialah 
terbatasnya sarana dan prasarana 
dalam pengelolaan makanan. Sarana 
dan prasarana yang meliputi semua 
kegiatan pendistribusian makanan dan 
pembersihan. 
Buruknya kebersihan makanan 
disinyalir akan menjadi penyakit bagi 
bagi anak saat mengonsumsi. Seperti 
penyakit pencernaan atau pernapasan 
yang akan mengganggu program 
pendidikan atau kejar pake A, B, C 
sehingga program pendidikan tidak 
akan berjalan dengan baik.  
Untuk membangun masa depan 
anak di LPKA Bandar lampung sebagai 
calon kader kader sumber daya 
manusia yang mumpuni dan tidak akan 
kembali mengulangi kesalahannya, gizi 
merupakan salah satu faktor mutlak 
yang akan meningkatkan kemampuan 
berfikir dan tumbuh kembang fisik. 
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Negara mempunyai kewajiban 
untuk peduli terhadap hak-hak anak tak 
terkecuali anak yang berhadapan 
dengan hukum karena anak merupakan 
generasi penerus bangsa. Tidak semua 
LPKA bisa menjalankan pendidikan 
formal di dalamnya, dengan beberapa 
alasan sehingga hal ini perlu menjadi 
pekerjaan rumah yang perlu segera 
diselesaikan, hal ini demi 
keberlangsungan pendidikan yang 
terselenggara di LPKA tersebut. 
Pendidikan merupakan salah satu 
tanggung jawab negara atas 
pemenuhan salah satu hak warga 
negaranya. Pendidikan sangat 
diperlukan, dalam Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap 
anak yang menjalani pidana di LPKA 
memiliki kewajiban untuk 
mendapatkan pendidikan formal atau 
pelatihan seperti anak-anak lainnya. 
Dalam hal ini, tentu saja terdapat peran 
dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk membantu 
memfasilitasi kegiatan pendidikan bagi 
anak yang berhadapan dengan hukum 
di dalam LPKA, Lapas, maupun Rutan. 
Dalam hal ini, diperlukan perubahan 
dalam pola pikir mengenai anak yang 
dipidanakan, perubahan pemikiran dari 
penghukuman menjadi pembinaan bagi 
anak, koordinasi yang baik antara 
lembaga baik Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dan stake holder 
lainnya yang terlibat dalam 
pelaksanaan pembinaan anak guna 
mewujudkan konsep pembinaan anak 
di dalam LPKA yang sesuai dengan 
pemenuhan hak-hak anak seperti yang 
tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak.  
Salah satu upaya dalam 
mewujudkan pemenuhan hak 
pendidikan anak atas di LPKA yang 
didukung dengan pemberian gizi yang 
sesuai dengan pola menu yang sesuai 
yang mencakup kebutuhan gizi dan 
kalori yang sesuai dengan AKG yang 




 Fasilitas pendidikan yang 
disediakan oleh LPKA Kelas II Bandar 
Lampung yang sudah berjalan dengan 
optimal masih perlu ditingkatkan 
dengan kebutuhan yang dibutuhkan 
oleh anak kedepannya sehingga 
menjadi SDM yang unggu selain itu 
faktor penunjang seperti gizi yang baik 
sangatlah dibutuhkan oleh anak dimana 
mereka membutuhkan untuk tumbuh 
dan berkembang dengan baik. 
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